PEMEHTINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11
MOJOKERTD

PERATURAN Dy I'RANH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTD
NOMGR 8 TAMUN 19946

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAF TARAYN PENDUDUK DALAM KERANGKA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN

IUNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAYADYA KEPALA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO

Menimbang : a. bahwa sebagal tindak lanjut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penye-
lenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka
Gistem Manajemen Kependudukan, maka demi kelan-
caran dan ketertiban Penyelenggaraan Pendaftaran
Fenduduk, dipandang perlu untuk meninjau kembali
Peraturan Dasrah  Kotamadya Daerah Tingkat I
Mojokerto Nomor 59 Tahun 1978 tentang Kartu
Keluarga, Kartu Yanda Penduduk dan  perubahan
dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk

. bahwa wntuk maksud tersebut huruf a konsideran
ini parlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadva
Baerah Tingkat [1 Mojokerto tentang Penyelengga-—
raan Pendattaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem
Informasi Manajemen Kependudukan.

Mengingat : L. Undang-undanyg Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pem —
bentukan Dawmrah  Kota Kecil Dalam  Lingkungan
Propinei Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barabt

2. Undang-undang Nomor 12 DBrt Tahun 1957 tentang
Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) :

3. Undang—undang Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan Di Daerah {Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1974 Naomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3037)

1. Undang—undang Nomor 9 Tahun 1979 teniang Pemer-—
intahan Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 197% Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3153

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 TAhun 1982 tentang
Perubahan Hatas Wilayah Kotamadya daerah Tang-
kat II Moiokerto {Lembaran NMegara Hepublik
Indonesis Vohun 1982 MNomor 74, Tambahan Lembaran
negara Hepubhlik I'ndonesia Nomor 32423 :

6. ¥eputusa Presiden Republik Indonesia  Nomor 52
Tahun 1977 tuntuoyg Peadaftaran Penduduk H
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Peraturan Menteri Dalam Neger: Nomoar LA Tabun
1995 tentang Ponyelenggaraan Pendaftaran  Pendu-
duk Dalam Kerangka Sistem Informasi HManajenan
Kependudukan j

FPoraturan Menteri dalam Negerli Nomor 900 Lahun
1¥9% tentang Psrubahan Sebutan Nomor Bohok
Penduduk Yang Tercantum dalam Peraturan Mentari
fialam Negeri Momor 1 A& Tabun 1993 tentang Penye—
lenggaraan  Pendaftaran Penduduk Daiam  Kerangka
Sictem Informasi Manajemen Kependudukan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
1786 tentang Ketentuan Umum  Mengenal . Penyidik
Pegawai Negeri sipil Di  Lingkungan Pemerintah
Daeir-ah H

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun
1992 tentang Ps=doman Urganisasi Dan Tata Kerja
Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Dan Tata
Kerja Dew:n FPerwakilan Rakyat Daerah Tingkat I ;

Keputusan Menisri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun
1992 tentang Fodoman Organisasi Dan Tata Kerja
Sekretariat Wilaryah/sdaerabh Tingkat II Dan Sekre-—
tariat Dewan Parwakilan Rakyat Daerabh Tingkat 11

Keputusan Menteri Dalam Negeri NMamor 45 Tahun
1992 tentang Pohkok—pokok Penyelenggaraan Sistem
Manajemen Departemen Dalam Neger:i

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ©0 0 Tabun
1793 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Ferdatu-
ran Dacrah Perubahan 5

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tabun
1995 tentang Spesifikasi  Blanko/Formulir/Buka
Sgrta Sarana Penunjang Lainnya Yang Dipergunakan
Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 3 Tahun
1995 tentang Prosedur AN Tata FPenyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem
Informasi Manajemsn ¥opendodukan 3

Kepultusan leonteri Dalam Negeri Nomor 42 Tabun
1995 tenieng Fedoman Penyusunan Peraturan Dagrah
tentang Poeonvelenggaraan Pendaftaran Fenduduk
Dalam Koroaogha Sisics Infermasi Manajemen Kepen-—

duduican :

Keputunan Menler: Dalam Megeri Nomor 153 Tahun
1294 tentanyg Pedoman Bilaya Pelayanan Pecdaflaran
Penduduk H

Keputusan Menteri Dalam Negeri Hamor 16 Tabnan
1994 tentang Harga Blanko Dan Forauliv-formelis

¥Yang Dipergunakan Dalam Pelaksanaan Pend
Penduduk H




19. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 38 tahun
1995 tentang Penetapan Sistem Pendafiaran Pendu-—
duk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen
Kependudukan @

20. Peraturan Raerah Kotamadya Paerabh  Tingkal II
Mojokertoc Noemasr L tabun 1990 tentang Penyidik
Pegawai i oominit D Lingkungan  Pemerintah

v=-3h Tingkat Ii Moiokerto.

Kotannddva T

Bengan persetujuan Dewan Pgrwads oan Hakyat Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat I1 Mojoker:ioc,

ME MU o K AaAHN

Menetapkan : PERATURAN DAZPGH EOTaMADYA DAERAH TINGKAT 1T MO0J0 -
KEZRTH TENTANS PENYELENGGARAAN PENLDAFTARAN  PENDUDUK
DALNAM KERANGKA STSTEM INFORMASI MONAJEMEMN KEPENDU-
DK,

BhE I
KETENTUAN UMUF

Pasal 1

Dalam VFeraturan Daerah inl  yany dimaksud
Tengart oz

. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Xotamadya
bDaerah Tingkat 1 Mojokerto 3

ix. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II
Moickertn H

c. Walikotamadya kKepdie Daeral;, adalah Wallikota-

matye druars Jasrah Tingkat I Mojokerto

d. Penyelencgaroan Pondaftaran Penduduk yang meru-—
pakan bangion dalesm hevangka Sistem  Informasi
Manajamenr anchiidulian adalah keseluruhan aspek
kegiztan pondsfiaren, pengoliahan dan  penyajian
informasi doets penduduk ter@masuk penerbitan MIK,
Kartu Keluarga, ¥Kartu Tanda Penduduk dan  Surat—
surat Keterangan Kependudukan 3

e. Sistem Icformasi Manajemen FKependudukan vang
merupakan bagian dari: Sistem Inforaasi Manajemen
Departemen Dalam Negeri adalah rangkailan uoisor-
unsur  dan kegistan pengumpulan, pencolaban dan
penyaltian informasi kependudukan  terpada yano
diperlukan dalam mendukung pelaksanaan  fung=i--
fungsi wtama Departemen DBalam Neger: dan
Pemerintah Dacrah 3

. Penduduk adaiah setiap orang, Baik Wargae Negara
Hepublik Indonesia  maupun Warga Negara  Osing
yang bertempatlt tinggal tetap di dalam wilayah
Negara Republik Indonesia dan telabh memenuhil
ketentuan peraturan perundangan vang berlaku 3



.

Penduduk Casmentara  adalah Orang Asing yang
berads dalam wslayah Megara Republik  Indonesia
dengan ijin tinggal terbatas

Keluarga adalah sekelompok crang yany mendiami
sebagian atau oeluruh bangunan  yang  tinggal
bersama dan makan dari satu dapur yang tidak
terbatas pada orang-orang vang mempunyal  hobun-
gari darah saja, atau seseorang vang mengiaml
sebagian atau  seluruh bangunan  yang  menguras
keperluan hitdupnya sendiri

Kepala Keluarga adalah

1. Orang yang bertempat tinggal dengan ocrang
lairn bailkk mempunyai hubungan darah maupun ti-
dak, yang bertanggungjawab dalam keluarga itu

2. Drang yang bertempat tinggal seorang diri 3

3. Kepala Kesatrian, asrama, rumah  piatu  dan
ltain—-latr: dimana beberapa orang bertempat
tinggal bersama-sama

Anggota keluargs adalah mereka  yang  tercantum
dalam Karitu Keluarga vang secara kemasyarakatan
meniadi tanggung sawab ¥Kepala Keluarga

Nomor  Induk Kependudukan yang selanjutnya dis—
ingkat MNIK adalah nomor yvang dikeluarkan oleh
Pemerintah untuk sessorang yang telah didaftar
sebagal penduduk

Kartu Keluarga vyang selanjutnya disingkat KK
adalahr KoHrtu yang memuat date Kepala Keluarga
dan semua Anggota Kelvarga

Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya  disingkat
KTE gdalah KArtu sebagai bukti diri {legitvimasi)
bagi setiap penduduk dalam wilayair Negara Repub-
lik Indongsia H

Buku Induk Penduduk adalab buku yang memuat data
awal semua penduduk di masing-masing Desa/s
Kelurahan 3

Buku Mutasi adalah bukue yang memuat catatan
perubaban data setiap penduduk di masing-masing
Desa/Kelurahan H

Surat #eterangan  Kependudukan adalah bentuk
keluaran cebagai hasil dari kegiatan  penyveleng-
garaan pondafiaran penduduk yang meliputi Surat
Keterangan Labhir, Durat Keterangan Mati, Suratl
Keterangan Findah, Surat Keterangan Pendaftaran
Penduduk Semeriara, Surat Keterangan Pendaftaran
Penduduk , Burat keterangan Tempat Tinggal

Mutasi Hiodata adalah perubaban data akibat
ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan
anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat
pendidikan, plsah kartu keluarga dan perubahan
alamat tempat tinggal



r. Data Kependudukan adalah kumpulan elémen data
penduduk  yang terstruktur yanag diperoleh  dari
hasil pendaftaran penduduk H

5. Desa dan Kelurahan adalah sebagaimana yang
dimaksud dalam dUnzang-undang Nomor 3 Tahun 1979
tentang Pemerintahan Desa.

BaR 11
Ay AN KEWAJ TDAN

PFazal 2
Setiap Manduduk dan Ponduduk sementara
berhak mendapatkan pelayanan dalam Penyeleanggaraan
Pendaftaran Penduduk .
Pazal 3

{1} Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara wajib
mendaftarkan diri kepada Pemervintah Daerah
setempat 3

(?) Kewajibar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
FPasal ini, termasuk juga kewajiban untuk mela—
porkan setiap mulasi biodata yang terjadi.

BAB III

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN {(NTIG

Pacal 4
1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK ;
{(2) NIK diberikan kepada seseprang sejak yang

bersangkut didaftar sebagai  pendudak di
wilayah Negara Republik indonesia

{3) NIK secrang penduduk berlaku seumur hidup dan
tidak dapat dipergunakan sleoh penduduk lain.

sng IV
PEMNDAF TORAN PENDUDUK
Hagian Pertama

Pelaporam Kelahiran dan Lahir Mat:

Pasal 5
1) Setiap Kelahiran wajib dilaporkan kepada Kepala
Desa/Kelurahan setempat dalam jangka wak fu
selambat—lambatnya 10 {sepuluh) hari kerija

sejak tanggal kelahiran  ;

(2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,
dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan
Camat H



{3) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada
avat {1} Pasal ini, dicatat dalam Buku Indik
Penduduk =erta diterbitkan Surat  Keterangan
Kelahiran idan dicatat dalam Buku Mutasi, Kartu
Keluarga yarg ditandatangani oleh Camat.

Pasal &

{1} Kelahiran bayi yang mati di atas 7 (tujuh}
bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada
KXepala DesasKelurahan sefempat :

(2) Peiaporar kelahiran sebagaimana dimaksud pada
ayat (13} Pacal ini, diteribitkan Surat
Keterangan bLahir Mati.

Bagian Kedua
Felaporan Kematian

Pasal 7

(1) Setiap kematian wajib dilaparkan kepada Kepala
Desa/Kelurahan dalam jangke waktu selambat-
lambatnya 3 {tiga) hari kerja sejak tanggal
kematian g

(2} Pelaporan kematizn sebagaimana dimaksud pada
avat (1) Pasal ini dicatat dalam Buku Induk dan
Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan  Surat
Keterangan Kematlan dan Kartu Keluarga yang
ditandatangani oleh Camat.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Perplndahan

Pasal a8

Setiap perpindahan penduduk  dan  Fenduduk
Sementara wajiib didaftarkan kepada Kepals Desal
Kelurahan setempat.

Pasal 2

{1} Setiap perpindahan penduduk dicatat dalam Huku
Induk den Buku Mutasi Penduduk serta diterbit-
kan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani
oleh Camat 3

{2) Setiap perpindabhan penduduk Warga Negara #Asing
dan Penduduk Sementara diatur sebagal
berikut =

a. perpindahan anlar desa dalam satu Kecamatan
dan perpindahan antar Kecamatan dalam satu
Daerah diterbitkan Surat Pindah yang ditan-—
datangani oleh Camat ;

b. perpindahan antar Kabupaten/Kotamadya Daerah
Tingkat 1T dalam Propinsi Daerah Tingkat 1
Jawa Timur diterbitkan Surat Keterangan
Pindah vang ditandatangani olch Walikota—
madya kepala Daerabh 3



C. perpintabhan anlar Pracinsi Dasrah Tingkal 1
atau ke fuar  negeri did BHitkan Surat
Ketarangan Pindah vang ditandatangeni  oleb
Bubernur Kepala Baerah Tingkal I Jawa Timur.

Fazal 10

Porpindahan Ponduduk dan Pondudul Sementars
dalam lingkungan satu DesasKeluraban hanya  nor L
kan perubahan alamat  tempat  tinggal dan L odek
diterbitkan Surat Ketorangan Pindan.

Bagian Keempat
PFondaf taran Kedatangaen

Fasal 11

{1) Kedatangan penduduk Warga Negara Iindoneasia yang
diakibatkan perpindahan waliib didaftarkan
kepads Kepale DESA?PKelurahan setempat dalam
jangka waktu selambat-lambatoya 14 {empat
belas; hari keria nejak tanggal kedatangan  ;

(2} Kedatangan [ Ens
penduui

. Warga Negara Asing atau
vang diakioathkan perpindahan
antar Jdao am wilayah Megara republik
Indones:a  waiii didafrarkan  kepada Walikota-
madya kepala Daorah dalam janghko waktu selam—
bat—lambatnya 14 (empat belas} hari kerja sejak
tanggal kedatangan H

{3) Kedatangan penduduk sementara dari nagara lain
wajib didaftarkan kepada Walikotamadya Kepala
Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatoiye L+
{empat belas) hari kerria e jak tangoal

kedataengan 3

(1) Pendafttaran yang melebihi jangka wabktu sebagal-
mana dimaksud pada ayat (1}, {¥}! dan {37 Pasal
ini, dapat dilaksanakan setelab mendapatkan
persetujuan Camat bagl penduduk Warga Negara
Indonecia dan Gubernur Kepala daerah Tingkat 1
Jawa Timur bagi penduduk Warga Negara Asing
atau Penduduk Sementara.

Pasal 12

{1} Pendaftaran keostangan penduduk  Warga Negara
Indonesie 4iterbitkan KArtu Keluarga dan  dica-
tat dalam duke nduk Penduduk H

(2) Pendaftaran kedatepgan pendudult Warga Negara
Aning ditoerbite Sural Feterangan Pendaftaran
Penduduk dan Kariu Xeluarge serta dicatat dalam
Bk [nduk Pesdodul :

5

{3} Pendaftaran Penduduk  Sementara diterbiltkan
Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara
dan Surat Keterangan Tempat Tinggat mer L

diratat dalam Buku Induk Penduduk sementara.



Bagian Kelima

Pelaporan Akibat Perubahan Status
Kowarganegaraan

Pasal 13

(1) Perubahan status kowarganegarzan vang telah
mendapat penetapan dari Instansi yang berwenang
wajib dilaporkan kepada Walikotamadva Kepala
Basrabh 3

(2) Walikotameadys Kepala Daerah mencatat perubahan
mebagaimana dimaksud pada ayet (1) Pasal 1ini
dan mensrbiitkan Surat Keterasngan Ferubahan
Statuc Kewarganogarasn

(3} Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah
diiaporkan sebagaimana dimaksud npada ayat (1)
dan (2} Pazal ini dapat diterhitkan Kartu
Keluarga.

Hagian Keenam
Ferubahan Status Kependudukan

Pasal 14

(:) Perubahan status kependudukan dari  penduduk
sementara menjadi penduduk Warga NMegara fsing
dapat diberikan setelah yang bersangkutsn
mempercleh  Surat Keterangan Kependudukan dari
Instansi yang berwenang 3

{Z! Perubahan Status kependudukan sebagaimana yang
dimakcud pada avat (i} Pasal ini didaftarkan
kepada Wz likotamadya Kepala Daerah untuk
memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran
Pendudul

(3} Pendaftsran perubahban sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} dan {2} Pa=zal ini diterbitkan NIK dan
Kartu Keluarga.

Haplan Ketujuh
Mulasi Biodata

Pasal 15

Setiap terjadi Mutasi Biodats wajib  didaf-
tarkan kepada Kepala Desa/kKelurahan.

Pasal 16

Pendaf taran Mutasi Biodata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah  ini,
dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Bukua Mutasi
Ponduduk  dan diterbitkan Kartu Keluarga dan atau
Kartu Tanda Penduduk.



ETAYT SAY

KaiiTl KELUARGA

Pasal 17

(1) Setiap Kepale Ksluargs wajib memiliki Karbu
Keluarga

{?) Dalam ¥artu FKeluarga dicatat dats Kepala
Keluarga dan data semua Anggeoia Healuarga.

Pasal 18
Kartu Keluarge ditandatangari olch ramat
dalam rangkap 4 (empat) dan diberikan manihg—masing
untuk :

Kepala Keluarga (lembar pertamal
- Camat {lembar keodua) ;
— Kepala Desa/Kelurahan {lembar ketiga) H
- Ketua RT (lembar keempat).

BAB VI

LARTU TANDA PENDUDUK

Fasal 1%

{1} Setiap penduduik yang telah herusia L7 {tujuh
belas} tahun abtau  telah/pernah kawin wajib
memiliki ¥artu Tanda Penduduk H

{7} Setiap penduduk hanya memilik:i satu Kartu Tanda
Penduduk 5

{3} Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing dib@ri-
kan keterangan WA,

Pasal 22

(1) Kartu Tande Penduduk berlaku 3 {tiga) tahun dars
dapat diperpanjang deengan diterbitkan Kartu
Tanda Penduduk baru 3

(2} Bagi penduduk Warga Negara Indonesia yanida
berusia 60 {enam puluh) tahun ke atas diberikan
Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup;

{3 Ketentuan sebagzaimana dimaksud pada ayat (2)
Pasal iri hanya berlaku bagi Warga Megara
Indonesia vyang bertempat tinggal tetap dan
tidak terlibat langsung ataupun tidak langsung
dengan organisasi terlarang.

Fasal 21
rarty Tonda Sendudok ditandatangani:  oleh
Camat atas naoma Walikgotamadyae Kepala Daerah.



0B VIX
PENGELLLAAN DATH DAN PELAPORAN

Hagian Pertama
Batx Hependudukan

Pasal 27

(1) Data kependudukan merupakan dokumen Pomer sntab
yang harus dipelihara dan dilindungi :

(2} Pata kependudukan sebagai kumpularn olemen data
terstruktur diperoleh dari  hasil pendattaran
penduduk .

Hagian Kedua
Fengelolaan Data

Pasal 23

Pengelolaan Data Kependudukan untuk kegiatan
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dilaksanakan
oleh Aparat vang dituniuk oleh Walikotamadya Kepala
Daerah.

Pasal 24

{1) Data Kependudukan vyang diperoleh dari hasil
Penyelenggaraan Pondaftaran  Penduduk secara
fisik disimpan di Kantor Pengolahan Data FElek-—
tronik Pemerintabh 3

{2) Kantgr Pengclahan Data Elektronik Pemerintah
Damrah mengalat Data Kependudukan sebagaimana
vang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini untuk
memenuhi kebutwhan  Instansi  Pomerinlahb dan
pibak swasta di Daerah.

Hagian Ketiga
Perlaporan

Pasal 25

(1} Kepala DesasKelurahan wajib merlaporkan  data
hasil Pendafiaran Penduduk di wilavahnya vang
disampaikan kepada Camat setiap bulian dan
triwulan sekali H

(Z) Camat wajib melaporkan data hasil Pendaftaram
Penduduk diwilayahnya kepada Walikotamadya
Kepaia Daerah setiap bulan dan triwulan sekalz;

{3) Walikotamadya Kepala Daerah waijib melaporkan
gdata bhasil pendaftaran penduduk diwilayahnya
kepada Gubernur Kepala Dasrah Tingkat I Jawa
Timur setiap bulan dan triwulan sekali.

BAR WVIII

PROSEDUIK AN TATA CARA PENYELENGGARAAN
HENDAF TARAN PENDUDUK

Pasal 24

Prosedur dan Tata cara Penyelaengyaraan
Pendaftaran Penduduk termasuk ketientuan menge-
nai bentuk dan komposisi NIK, bentuk dan  isi
Buku/Formulir serta bentuk dar  iox Laporan
Kependudukan akan diatur lebib lanjut  olabk
Walikotamadya Kepala Daerah.
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PLLAKSAMNANN PENYELENGGARAAN
TENDOTARAN PENDUDUK

Pasal 27

{1) Biaya Poilayanan Penyelenggaraan Penda Ftaran
Fenduduk adalah sebagai berikut =

[ .

bB.

biaya penerbitan Kartu Keluarga sebesar
Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;

biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk Harga
Negara Indcnesia sebesar Rp. 3.000,00 (i:ga#
ribu rupiah) ;

biaya pensrbitan Kartu Tanda Penduduk Warga
Negara Asing sebesar Rp. 46.000,00 {enam ribu
vupiahl H

Biaya penerbitan Surat Keterangan Kelahiran dan
lainnya adalah

(=

b

h.

biava penerbitan Surat Keterangan Kelahiran
Warga Magara Indonesia anak ke 1 {satu) dan

ke—2 {dua) sehosar  Bp. 1.940,00 {seribu
rupiah!  wedangkan  anak  ke-3  {tiga) dan
seterunnys  webesar Rp. 2.300,00 {dua ribu

lima ratus vupiain H

Biaye penerbiten Surat Keterangan Kelahiran
Warga Megora Asing anak ke—1 {satu) dan ke-2
{dua)} sebhear Hp.o 2.000,00 fdua ribu rupiah)
sedangkan akan ke-3 (tiga) dan seterusnya
sebesar Rp. 53.000,00 (lima ribu rupian) H

biaya penerbitan Surat Keterangan Kelahiras
¥yang terlambat pelaporannya melebihi 20
{tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Lelab-
irannya dikenakan tambahan biaya sebesar
100 % (seratus persen) dari  tarip yang
berlakua  ;

biaya penerbitan Surat Keterangan Kematian
Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 1.0G0,00
fseribu rupiah) H

biaya penerbitan Surat Keterangan Kematian
Warga Negara Asing sebesar Hp. 5.000,00
{lima ribu rupiah) H

biaya pererbitan Surat Keterangan Tempat
Tinggal Warpga Negara Indonesia sebesar
Hp. 1.000,20 {(seribu rupiah) ;

biaya openecrbitan Burat Keterangan Tempat
Tingga! HWaroa NeEgara Asing sebesar
Rp. 53.000.00 !lima ribu rupiah} :

biaya penerbitan Surat Keterangan Pendatta-
ran  Penduduk  (SKPP) Warga Negara aAsing
sebesar Bp. S.0600,00 (lima ribu rupiahl o g



{3)
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i. biayve foraulir durat Keterangan Kependudukan
lainnya sehesar  Be. J00 G0 tiga ratus
ruipLab g 3

cndudui dimaksad
imd b roai

Biava pelayanan kKertu VTarda F
pada avyat 1) hurut b dan C
termasuk biaya pasi foto  ;

Setiap pembayaran Biaya ponsrbitan Surat
Keterangan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (77}
Pasal ini diberikan tanda terima H

Hasil pungutan dimaksud pada ayat {1}, (2} dan
ayvat {3) Pasal ini merupakan pendapatan dasrah
garr selaruhnya disetor ke Kas Dasrah, baga
petugas  di Femer intah Daerah Kecamatan, Desars
Kelurahan serta petugas komputer diberikan
biaya operasicenl! yang besarnya diatur lskih
lanjut oleh Walikotamadya Kepela Dasrah.

Al X
YETENTUAN PIDANA

acael

Z29

Folanggaraen u krialaian terhadap ketentuan-—
ketentuean sofageainana dimaksud dalam Pasal 5
ayat {1y, FPanal & ayat {13, Pasal 7 ayat (1)
FPasal B, Pazal 11 ayat (1), Pasal 13 avat il),
Pasal 13, Pasal 17 ayat (1) danm pazal 19 avat
{1) Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman
pidana  kurungan selama-lamanya & (tiga) bulan
atau denda setinggi-tingginya Rp. 950.000,00
{lima puluh ribu rupiah) H

Tindak pidana sebagsimana dimaksud pada ayat
(1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X1
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

Selain oleh Pejabet Penyidik Umum, yang bertu—
gas menyidik tindak pidana, atas tindak pidana
sebabaimans  dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan
Daerah in: dapat dilakukan olets Pejabat Penyi-
dik  Pgogawal MNegeri Sipil di Lingkungan
Pemer intah [zerab yang penganghkatannya ditetap-
kan sesuai dengan seraturan perundang—undangan
yang ber 1zhk H

Dalam meiakukan tugas penyidikan, Penyidik
sebagaimana Jdimaksud pada ayatbt {1) Pasal ini
berwenang =

a. menerima laporan atau pengadean dar i sesco-—
rang tentang adanya tindak pidarna

b. melakukan tindakan pertama pada saat ziuw
tempat kejadian dan melakukan pamerikcsaan H



. menyuruh  berhentli tersangka dan memeriksa
tanda pengenal dir: tersangka H

d. melakukan penyitaan benda altauw surat
e. mepngambii sidik jari dan memotret sesearang;

f. memasggil sousnrang entuk didengar dan
diperikas sebagal tersangka atau saksi :

. mendasbangkan  oramng ahli yang diperlukan
dalam hubuaczannya dengan pemeriksaan perkara

. mengieniilkn  geovidikan setelah mendapat
pretury juk dar penyidik  umum bahwa  tidak
terdapat cokup bukti atau peristiwa torsebut
bukan merupakan tindak pidana dan  selanjutl-
nya melalul Penvidik Umum memberitahukan hal
tersebut  kepada FPenuntut  Umum, torsangks
atau keluarganva H

i. mengadskan tindakan lain menuret bhubon yang
dapat diper tanggunglawabkan.

BAB XK1l

KETENTUAN PERAL THAN

Pasal 30

Kartu Keluarga dan Kartu tanda Pendoeduk,
serta Fformulir-formulis yang ada sekarang  tetap
berlaku, sebelur digenti berdasarkan iPeraturan
Daerah ini.

Bapg  XIII

FETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal—hal vyang belum diatur dalam FPeraturan
Daerah ini, sepanjang mengenal pelaksenaannya akan
diatur iebih  ianjut oleh Walikotamadya Kepala
Baerah.

Pasal 32

Leangan  bherlakunya Peraturan Daerah i1,
dinyatakan tidak Qerlaku lag:r Peraturan Basrah
Kotamadya Daeran Tingkat 11 Mojaokerto Nomor T Tahun
1978 tanggal 8 Maret 1978 berikut peraturan
peraturan perubhahannya, terakhir dengan Paraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1l Mojokerto Nomor
4 tahun 1993 tanqgal 30 januar: 1793,



Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlake pada
tanggal diundangkan.

figar setiap grang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan  Daerab ird
dengar penempatannya dalam Lembaran Daesrah  Koltama-
dya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Diteptapkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Desember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEfan WAL IKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJORERTO TINGKAT 1! MOJOKERTO
Ketua.
Cap. tta. ' Cap. ttd
R. S0EHADT TEGOEH SOEJONDG, S.H.
Uisahkan dergarn Keputusan Guber nur Kepala Daeran  Tingkat 1

Jaws Timur tanggal 14 Pebruari 1997 Nomor &8/FP tahur 1997.

f.n. GUBERNUR KERALH DAERMH TINGKAT 1
JAWA TIMUR
fAcisten Ketataprajaan

Cap. t%d.
Brs. MABDREO M. JASIN

Pembina Utama Madya
NIP. 510G G350 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto Tabun 1997 Seri B pada tanggal & Maret 1997 Nomar X/7B.

A.n. WAL [ECTAMADYA KEFPALA DRERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Sekreofaris ¥otamadya Daer ah

Cap. ttd.
ro. B O HMIN

Pembina Tingkat i
NIP. Q10 043 241




PENJELNASAN

CEHOTUHAM DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I MOJOKEATO
NOMOR 8 TAHUN 1996

TENTANG

PEMYELENGGARAAN PENDAF TARAN PENDUDUEK DALAM KERANGKA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN

PENJEL ASAN UMUM

Sebage i tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri
Mommor LA Tahun 1993 tentang Ponyelenggaraan Pendaftaran  Peodu-
duk Balam  Kerangka Sistem Manajemen Kependudukan yang nada
prinsipaya dalam rangka memantapkan dan mener tibkan Penyelengga—
raan Pondaftaran Penduduk  secara nasional diarahkan  kepada
pembangunan Sistem Manajemen Kependudukan, yang diharapkan mampu
mentberikan informasi secara akurat lerhadap kependudukand dimana
setiap penduduk akan memiliki Nomor Induk Kependudukan.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut dan berpedoman pada
toputusan Menter i dalam Negos: Momoe 2 A Tahun 19293  tentang
Prosedur dan Jata cara Psavelengoaraan Pendaftaran  Penduduk
dalam <YXerangka Sistem Intormes’ Manajemen Kegendudukan maka
dipandang perla untuk meninjan kecbalili Peratuwran Daerah Kota-—
madya Daerah Tingkat II Mojoker toc Nomar 5 Tahun 1978 tentang
Kartu Keluarga, Fartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam  rangka
pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah disshkan  dengan
Keputusan Guberswor kepala Daerah Tingkat 1 jawa Tiemur tanggal 20
Maret 1993 Nomor 168/P Tahun 1993 dan diundangkarn dalam Lembar an
Daer ah Kotamadya Caerah Tingkat 11 Mojokerto Nomor : 3/B Serdi
pada tanagal 27 Meil 1993,

PENJELASAN PASAL_ DEMI PASAL

Pasal | sampai dengan Pasal 33 H cukup Jjelas.
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